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KATA PENGANTAR

Rasa syukur yang teramat dalam dan tiada kata lain yang patut kami
ucapkan selain mengucap rasa syukur. Karena berkat rahmat dan karunia
Tuhan Yang Maha Esa, buku yang “Keuangan Publik” telah selesai di susun
dan berhasil diterbitkan, semoga buku ini dapat memberikan sumbangsih
keilmuan dan penambah wawasan bagi siapa saja yang memiliki minat
terhadap pembahasan “Keuangan Publik”.

Buku ini merupakan salah satu wujud perhatian penulis terhadap
Keuangan Publik. Topik yang terkait dengan keuangan publik selalu dapat
kita dengar, baca, dan tonton setiap hari. Pada pemilu presiden, misalnya,
para calon presiden dan calon wakil presiden menjabarkan visi-misi dan
program-programnya. Pelaksanaan program-program tersebut tentu
membutuhkan pendanaan, baik yang bersumber dari penerimaan pajak,
penerimaan negara bukan pajak, maupun dari utang. Hal tersebut
menunjukkan pentingnya peran pemerintah dalam perekonomian. Selain
itu, kebijakan yang dibuat oleh pemerintah akan berpengaruh sangat luas
terhadap konsumen dan produsen. Sebagai konsumen arau warga
masyarakat, kebijakan pemerintah dalam perpajakan secara langsung
akan memengaruhi masyarakat dalam bentuk pembayaran pajak, yang
akan mengurangi jumlah uang yang tersedia untuk konsumsi. Kebijakan
belanja bidang pendidikan dan kesehatan juga merupakan contoh
kebijakan pemerintah lewat APBN yang berpengaruh sangat luas bagi
masyarakat.

Keuangan Publik mempelajari peran pemerintah dalam perekonomian.
Dalam pandangan ekonomi pasar, intervensi pemerintah dalam
perekonomian memperoleh legitimasi dalam kondisi terdapat kegagalan
pasar dan ketidakadilan. Alat-alat intervensi yang dapat digunakan oleh
pemerintah berupa kebijakan belanja lewat APBN untuk menyediakan
barang dan jasa publik secara langsung serta mengganti biaya
penyelenggaraan barang dan jasa publik yang dilakukan oleh pihak swasta,
kebijakan pendapatan berupa pajak dan subsidi, kebijakan pembatasan
harga maupun kuantitas, serta kebijakan peraturan atau regulasi lain yang
bersifat larangan atau perintah. Intervensi pemerintah dalam pasar perlu



dilakukan secara terukur, karena adanya potensi bahwa alih-alih
menghilangkan kegagalan pasar (market failures), intervensi pemerintah
dapat menimbulkan kegagalan pemerintah (government failures).

Akan tetapi pada akhirnya kami mengakui bahwa tulisan ini terdapat
beberapa kekurangan dan jauh dari kata sempurna, sebagaimana pepatah
menyebutkan “tiada gading yang tidak retak” dan sejatinya kesempurnaan
hanyalah milik tuhan semata. Maka dari itu, kami dengan senang hati
secara terbuka untuk menerima berbagai kritik dan saran dari para
pembaca sekalian, hal tersebut tentu sangat diperlukan sebagai bagian
dari upaya kami untuk terus melakukan perbaikan dan penyempurnaan
karya selanjutnya di masa yang akan datang.

Terakhir, ucapan terima kasih kami sampaikan kepada seluruh pihak
yang telah mendukung dan turut andil dalam seluruh rangkaian proses
penyusunan dan penerbitan buku ini, sehingga buku ini bisa hadir di
hadapan sidang pembaca. Semoga buku ini bermanfaat bagi semua pihak
dan dapat memberikan kontribusi bagi pembangunan ilmu pengetahuan
di Indonesia.

Februari, 2024

Penulis
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BAB 1

KONSEP DASAR KEUANGAN PUBLIK

A. PENDAHULUAN

Bab pertama buku ini akan membahas tentang konsep dasar keuangan
publik (public finance). Topik-topik yang akan dibahas pada bab ini
meliputi pengertian dan pentingnya mempelajari keuangan publik, peran
pemerintah dalam berbagai sistem perekonomian, alasan intervensi
pemerintah dalam pasar, cara pemerintah melakukan intervensi pasar
serta ruang lingkup keuangan publik.

Topik yang terkait dengan keuangan publik selalu dapat kita dengar,
baca, dan tonton setiap hari. Pada pemilu presiden, misalnya, para calon
presiden dan calon wakil presiden menjabarkan visi-misi dan program-
programnya. Pelaksanaan program-program tersebut tentu membutuhkan
pendanaan, baik yang bersumber dari penerimaan pajak, penerimaan
negara bukan pajak, maupun dari utang. Hal tersebut menunjukkan
pentingnya peran pemerintah dalam perekonomian. Selain itu, kebijakan
yang dibuat oleh pemerintah akan berpengaruh sangat luas terhadap
konsumen dan produsen. Sebagai konsumen arau warga masyarakat,
kebijakan pemerintah dalam perpajakan secara langsung akan
memengaruhi masyarakat dalam bentuk pembayaran pajak, yang akan
mengurangi jumlah uang yang tersedia untuk konsumsi. Kebijakan belanja
bidang pendidikan dan kesehatan juga merupakan contoh kebijakan
pemerintah lewat APBN yang berpengaruh sangat luas bagi masyarakat.

Pentingnya peran pemerintah dalam perekonomian dapat juga
diilustrasikan dengan data makroekonomi tentang peran pengeluaran
pemerintah sebagai pembentuk Produk Domestik Bruto (PDB) dari segi
pengeluaran. Berdasarkan data BPS (2023b), sektor administrasi
pemerintahan, pertahanan dan jaminan social wajib berperan
menyumbang sekitar 2 sampai 3 persen dari PDB triwulanan pada periode
Q3 2021 sampai dengan Q2 2023. Selanjutnya, apabila ditinjau dari
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BAB 2

ANGGARAN PUBLIK

A. PENDAHULUAN

Anggaran publik merupakan alat yang sangat penting dalam
mengelola keuangan suatu negara atau pemerintahan. Anggaran publik
mencerminkan rencana keuangan yang disusun untuk mengalokasikan
sumber daya finansial guna mencapai tujuan-tujuan tertentu dalam
rangka memenuhi kebutuhan masyarakat dan menjalankan fungsi
pemerintahan.

Anggaran publik melibatkan perencanaan, alokasi, dan pengawasan
penggunaan dana publik. Proses penyusunan anggaran melibatkan
pemerintah sebagai penyelenggara negara yang bertanggung jawab untuk
memastikan bahwa sumber daya keuangan vyang dimiliki dapat
dimanfaatkan secara efektif dan efisien. Dalam konteks anggaran publik,
terdapat beberapa aspek yang perlu diperhatikan, seperti pendapatan dan
belanja publik, serta kebijakan fiskal yang diimplementasikan untuk
mencapai keseimbangan ekonomi. Pengambilan keputusan terkait alokasi
dana untuk sektor-sektor tertentu juga mencerminkan prioritas dan nilai-
nilai yang diinginkan oleh pemerintah.

Selain itu, transparansi dan partisipasi masyarakat dalam proses
penyusunan anggaran publik juga merupakan elemen penting.
Keterlibatan publik dapat meningkatkan akuntabilitas pemerintah dan
memastikan bahwa kepentingan masyarakat tercermin dalam kebijakan
keuangan negara.

Dalam konteks global yang terus berubah, tantangan ekonomi, sosial,
dan lingkungan semakin kompleks. Oleh karena itu, peran anggaran publik
sebagai instrumen strategis untuk mencapai pembangunan berkelanjutan
juga semakin meningkat.

24 | Keuangan Publik
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BAB 3

PAJAK DAN PENDAPATAN PUBLIK

A. PENDAPATAN PUBLIK

Secara umum, tugas pemerintah dalam melayani kebutuhan dan
melindungi kepentingan publik dapat dikelompokkan menjadi dua
kelompok besar, yaitu tugas dibidang ekonomi dengan meningkatkan dan
melindungi kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan, dan diluar
ekonomi dengan meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelayanan
masyarakat sekaligus meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat.
Keberhasilan pemerintahan sebagai penyelenggara negara, vyaitu
pemerintah pusat dan daerah, sangat ditentukan oleh kemampuan
mensejahterakan masyarakat. (Batin, 2022). Tanggung jawab untuk
mencapai kesejahteraan masyarakat ini dapat dilakukan melalui
peningkatan ekonomi nasional (economy public) (ldris, 2018), salah
satunya adalah mengatur penerimaan negara (R. Ridwan & Nawir, 2021).

Pengelolaan sumber pendapatan negara sangat penting untuk
menjamin kestabilan ekonomi negara dan untuk mencapai tujuan-tujuan
ekonomi yang ditetapkan pemerintah. Pajak, penerimaan dari sumber
daya alam dan berbagai sumber pendapatan lainnya merupakan
pendapatan publik, yang digunakan oleh pemerintah untuk membiayai
berbagai program dan kegiatan publik lainnya seperti infrastruktur,
kesehatan, pendidikan dan lain sebagainya (Fuadi et al.,, 2023).
Pendapatan publik merupakan salah satu sumber keuangan utama
pemerintah dalam menjalankan program-program publiknya. Sumber-
sumber pendapatan lainnya seperti bunga pinjaman dan dividen dari
investasi juga dapat menjadi sumber pendapatan bagi pemerintah. Namun,
pemerintah harus memastikan bahwa penggunaan sumber-sumber
pendapatan tersebut harus sesuai dengan prioritas pembangunan
nasional.
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BAB 4

PENGELOLAAN UTANG PUBLIK

A. PENDAHULUAN

Setiap Pemerintah di setiap negara di dunia ini memiliki kewajiban
untuk mensejahterakan rakyatnya. Untuk mencapai hal tersebut, setiap
pemerintahan tersebut menempuh berbagai upaya dan kebijakan yang
paling optimal untuk dapat mengakomodir dan memaksimalkan kekuatan
keuangan dan potensi kekayaan alam serta sumber daya lainnya yang
mereka miliki. Hal yang sama juga dilakukan oleh Pemerintah Republik
Indonesia melalui pengelolaan keuangan negara yang diatur dalam UUD
1945 Pasal 23 yang menyatakan bahwa APBN sebagai wujud pengelolaan
keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan Undang-undang dan
dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-
besarnya kemakmuran rakyat.

Salah satu komponen keuangan negara yang dikelola oleh Pemerintah
Republik Indonesia adalah Utang negara, atau yang sering dikenal dengan
Utang Publik. Utang Negara atau Utang Publik ini diatur oleh Undang-
undang melalui APBN. Utang Publik ini menjadi salah satu komponen
penting di dalam APBN sebagai sumber penerimaan yang mendanai
pengeluaran APBN setiap tahunnya, mengingat bahwa Pembangunan
nasional memang membutuhkan ketersediaan dana yang cukup besar. Jika
negara kita hanya mengandalkan sumber penerimaan yang berasal dari
pendapatan negara (seperti pendapatan dari sektor perpajakan,
pendapatan negara bukan pajak, hibah, dan lain-lain), niscaya segala
pengeluaran negara yang diperlukan setiap tahunnya akan sulit untuk
terpenuhi secara maksimal, sehingga berisiko dapat menghambat kegiatan
pelayanan pemerintah kepada Masyarakat. Selain dibutuhkan, Utang
Publik sering kali juga mengandung struktur keuangan yang rumit dan
berisiko, sehingga dapat mendatangkan risiko yang besar bagi neraca
pemerintah dan stabilitas keuangan negara.
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BAB 5

EVALUASI KINERJA KEUANGAN PUBLIK

A. PENDAHULUAN

Keuangan publik atau keuangan negara menekankan pada upaya
merasionalisasi peran negara dalam perekonomian atas dasar kegagalan
pasar dalam mendistribusikan pendapatan negara yang dihasilkan melalui
proses dan mekanisme pasar yang sesuai norma umum dan berkeadilan.
Dalam kajian keuangan publik saat ini, pendekatan kesejahteraan sosial
memberi kontribusi terbesar dalam perkembangan literatur yang ada.
Menurut (Halim, abdul, 2019) salah satu ruang lingkup dari keuangan
negara adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)
disamping barang-barang inventaris kekayaan negara dan Badan Usaha
Milik Negara (BUMN). Baik APBN maupun barang-barang inventaris
kekayaan negara dikelola secara langsung oleh negara, sehingga keduanya
merupakan unsur penting dalam keuangan negara. Sedangkan pada
tingkat pemerintah daerah terdapat ruang lingkup yang serupa dengan
keuangan negara, yaitu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD),
barang-barang inventaris kekayaan daerah, dan Badan Usaha Milik Daerah
(BUMD). Seperti halnya negara, APBD dan barang-barang inventaris
kekayaan daerah juga dikelola secara langsung oleh daerah. Keduanya
merupakan unsur penting keuangan daerah.

Manajemen keuangan publik dapat didefinisikan sebagai sistem untuk
menghasilkan dan mengendalikan sumber daya keuangan publik untuk
pelayanan publik yang efektif dan efisien. Pelayanan publik adalah segala
bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang public maupun jasa
public yang pada prinsipnya menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan
oleh instansi pemerintah (Bastian, 2020, h. 3).

Laporan keuangan daerah merupakan output akhir dari proses
akuntansi yang dilaksanakan pada tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah
dan pada tingkat PPKD. Laporan keuangan merupakan laporan yang
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BAB 6

MANAJEMEN RISIKO DALAM KEUANGAN PUBLIK

A. PENDAHULUAN

Dalam dunia keuangan publik yang dinamis, pemerintah dan entitas
sektor publik harus menghadapi berbagai tantangan yang kompleks.
Dalam konteks keuangan publik, di mana tanggung jawab terhadap dana
publik dan keberlanjutan layanan menjadi prioritas utama, manajemen
risiko menjadi landasan yang krusial.

Dengan menerapkan prinsip-prinsip manajemen risiko, entitas publik
dapat meningkatkan keseimbangan antara risiko dan imbal hasil serta
meminimalkan dampak negatif terhadap keuangan Dalam era globalisasi
dan interkoneksi ekonomi, risiko keuangan publik tidak terbatas pada
batas nasional. Perubahan dalam kondisi pasar global, fluktuasi mata
uang, dan peristiwa geopolitik dapat dengan cepat mempengaruhi
keuangan suatu negara.

B. MANAIJEMEN RISIKO KEUANGAN PUBLIK

Menurut John Y Campbell dan Luis M. Viceira, manajemen risiko
keuangan publik (Wijoyo, 2016) adalah pendekatan sistematis untuk
mengidentifikasi, menilai dan mengelola risiko keuangan yang dapat
mempengaruhi keberlanjutan dan stabilitas keuangan sektor publik. Hal
ini mencakup strategi manajemen risiko, termasuk penggunaan instrumen
keuangan dan taktik mitigasi risiko. Proses perencanaan dan penerapan
strategi untuk mengidentifikasi, mengukur, dan mengelola risiko yang
terkait dengan keuangan publik. Hal ini mencakup langkah-langkah untuk
meminimalkan potensi dampak fluktuasi ekonomi, perubahan kebijakan
dan faktor risiko lainnya terhadap posisi keuangan pemerintah seperti
yang diutarakan oleh Peter M. DeMarzo dan Robert L. Gertner
mendefinisikan manajemen risiko keuangan public (Eko Sudarmanto, 2020)
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BAB 7

PENGAMBILAN KEPUTUSAN
DALAM KEUANGAN PUBLIK

A. PENDAHULUAN

Organisasi otoritas publik, jenis kekuasaan yang mereka miliki, dan
batasan serta kontrol yang diterapkan pada tindakan mereka sangat
bervariasi antar negara. Dalam sebagian besar sistem demokrasi,
wewenang publik dilaksanakan oleh eksekutif, yang tunduk pada kendali
badan perwakilan terpilih (misalnya parlemen atau majelis). Dalam sebuah
organisasi khususnya lembaga pemerintahan yang menggunakan
keuangan publik, aturan pasti tentang apa yang dapat dilakukan oleh
eksekutif dan tentang hubungan dengan badan perwakilan berbeda-beda
di setiap negara dan pemerintah daerah (Sudono, 2023). Secara umum,
eksekutif bertanggung jawab atas administrasi sehari-hari sektor publik
(termasuk pengawasan entitas sektor publik, seperti badan usaha milik
negara dan utilitas kota) (Paputungan, llat and Morasa, 2017). Dalam
melakukan keputusan bersama, diperlukan Badan perwakilan mengawasi
eksekutif dan menyetujui alokasi sumber daya keuangan oleh eksekutif.
Jadi bagaimana proses pengambilan keputusan untuk mengalokasikan
sumber daya keuangan? Pertama, eksekutif perlu memperkirakan total
pendapatan yang diharapkan di masa depan dari pendapatan pajak dan
sumber pendapatan lainnya, misalnya retribusi, sumber daya alam, lotere,
dan sebagainya.

Pendapatan yang diharapkan di masa depan bergantung pada
berbagai faktor, termasuk keadaan perekonomian di masa depan, dan
memperkirakannya memerlukan penerapan model makro-ekonomi yang
canggih, yang umumnya dikembangkan oleh staf Departemen Keuangan,
kantor statistik nasional, atau bank sentral nasional. Perkiraan akhir akan
membentuk jumlah maksimum uang yang harus dibelanjakan oleh
eksekutif di masa depan tanpa menimbulkan defisit fiskal, yaitu ketika
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BAB 8

KEUANGAN PUBLIK DAN PEMBANGUNAN EKONOMI

A. PENDAHULUAN

Indonesia telah menampilkan catatan makroekonomi stabilitas,
pertumbuhan dan kemiskinan pengurangan selama 20 tahun terakhir.
Perekonomian Indonesia tumbuh dengan rata-rata 5,3 persen setiap
tahunnya antara tahun 2000 dan 2018, lebih cepat dari rata-rata negara-
negara berpendapatan rendah-menengah. Perekonomian menciptakan
lebih dari 30 juta lapangan pekerjaan pada sektor jasa dan sektor industri
dan telah menggantikan pekerjaan pada sektor pertanian yang
produktivitasnya lebih rendah serta dapat meningkatkan pendapatan
rumah tangga selama periode tersebut. Akibatnya, Indonesia mencapai
kemajuan besar dalam pengentasan kemiskinan: angka kemiskinan turun
dari 19,1% dari jumlah penduduk pada tahun 2000 menjadi 9,4% dari total
penduduk populasi pada bulan Maret 2019. Pendapatan Nasional
Bruto/Gross National Income (GNI) per kapita naik lebih dari enam kali
lipat dari USS580 menjadi USS3.840 selama ini periode yang sama yang
mengantarkan jutaan masyarakat Indonesia masuk kelas menengah.

Manajemen fiskal prudent berperan penting dalam mendukung
stabilitas makroekonomi dan pertumbuhan ekonomi. Indonesia telah
mematuhi batasan hukum defisit fiskal pada 3% dari gross domestic
product (GDP) dan rasio utang pada 60% dari utang sejak berlakunya
Undang-Undang Keuangan Negara pada tahun 2003. Antara tahun 2000
sampai 2018 defisit fiscal 1,5% dari GDP. Rasio utang publik terhadap GDP
menurun tajam dari 83% dari GDP pada tahun 2000 menjadi 30% dari GDP
pada tahun 2018. Empat lembaga pemeringkat kredit utama
mempertimbangkan kredit negara Indonesia peringkat investasi,
menguatkan peringkat negara perbaikan lingkungan ekonomi, manajemen
fiskal, dan kelayakan kredit secara keseluruhan.
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BAB 9

KEUANGAN PUBLIK DAN ISU-ISU GLOBAL

A. PENDAHULUAN

Keuangan publik memberikan gambaran tentang keterkaitan tugas
pemerintah dalam mensejahterakan warga negaranya. Keuangan publik
mengkaji usaha-usaha pemerintah dalam menggali sumber-sumber
pendapatan secara maksimal serta digunakan sebagai upaya membiayai
berbagai kegiatan publik. Setiap negara mempunyai kriteria tertentu
dalam keuangan publiknya. Kebijakan publik yang ditempuh berbagai
negara mempunyai perbedaan diantara negara maju, berkembang dan
terbelakang. Peranan utama keuangan publik terdiri dari perolehan
sumber daya yang diperlukan pemerintah dalam menyediakan barang dan
jasa publik, memperbaiki dampak eksternalitas untuk menaikkan efisiensi
ekonomi, menstimulasi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, dan
mendistribusikan kembali pendapatan supaya semua masyarakat bisa
menikmati hasil pembangunan serta mengontrol stabilitas ekonomi (Lin,
2022).

Berbagai peristiwa mewarnai paradigma keuangan publik dunia
beberapa tahun terakhir. Munculnya wabah Covid-19 hingga terjadinya
perang antara Rusia dan Ukraina mempengaruhi kebijakan keuangan
publik dan perekonomian secara global. Sektor publik juga menghadapi
tantangan pengelolaan keuangan negara dan peningkatan layanan kepada
masyarakat. Prediksi realisasi pendapatan dan pembiayaan negara dimasa
depan menjadi tema yang penting bagi pengambilan kebijakan yang
efektif. Kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/Al) di dalam instansi
pemerintahan mempunyai peluang yang besar dalam meningkatkan
pelayanan kepada warga negara. Dimana Al ini dapat membantu
menganalisis roadmap pelayanan publik dimasa depan, meningkatkan
efisiensi dan kinerja institusi pemerintahan, mempermudah analisis dan
pengolahan data, serta mempercepat proses pengambilan suatu
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BAB 10

MASA DEPAN KEUANGAN PUBLIK

A. PENDAHULUAN

Menuju Masa Depan Keuangan Publik yang Inovatif dan Berkelanjutan
Dalam era ketidakpastian ekonomi dan perubahan global yang begitu
cepat, keuangan publik menjadi landasan utama bagi pembangunan
berkelanjutan suatu negara. Bab ini mengeksplorasi tantangan, peluang,
dan inovasi yang melandasi masa depan keuangan publik, membawa
pembaca melintasi koridor-koridor perkembangan terkini yang memahami
esensi transformasi keuangan publik.

Dengan kondisi ini, bagaimana kebijakan keuangan dapat
dikembangkan untuk menjaga stabilitas dan keberlanjutan menjadi
pertanyaan krusial yang akan diulas dalam bab ini. Pempertimbangkan
prinsip-prinsip keuangan hijau, bab ini membahas peran keuangan publik
dalam menghadapi tantangan perubahan iklim dan mendukung
pembangunan berkelanjutan untuk generasi mendatang.

Manajemen Risiko dan Kebijakan Fiskal yang Responsif Bab ini juga
memeriksa cara-cara untuk mengelola risiko dalam menghadapi krisis
keuangan, sambil mengeksplorasi reformasi kebijakan fiskal yang dapat
meningkatkan ketahanan ekonomi. Bagaimana kebijakan fiskal dan
moneter dapat bekerja bersama untuk mencapai stabilitas ekonomi
menjadi landasan diskusi yang mendalam.

Pendidikan Keuangan Publik: Kunci Literasi Masyarakat Pentingnya
literasi keuangan publik dalam menghasilkan masyarakat yang lebih sadar
dan partisipatif terhadap kebijakan keuangan merupakan elemen penting
yang akan ditekankan dalam bab ini. Kemudian bagaimana negara-negara
dapat saling berbagi pengalaman terbaik, mendukung satu sama lain
dalam mengatasi tantangan keuangan, dan bekerja sama untuk mencapai
tujuan global merupakan aspek penting yang akan ditelusuri.
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KEUANGAN

Topik yang terkait dengan keuangan publik selalu dapat kita dengar,
baca, dan tonton setiap hari. Pada pemilu presiden, misalnya, para calon
presiden dan calon wakil presiden menjabarkan visi-misi dan program-
programnya. Pelaksanaan program-program tersebut tentu membutuhkan
pendanaan, baik yang bersumber dari penerimaan pajak, penerimaan negara
bukan pajak, maupun dari utang. Hal tersebut menunjukkan pentingnya
peran pemerintah dalam perekonomian. Selain itu, kebijakan yang dibuat
oleh pemerintah akan berpengaruh sangat luas terhadap konsumen dan
produsen. Sebagai konsumen atau warga masyarakat, kebijakan pemerintah
dalam perpajakan secara langsung akan mempengaruhi masyarakat dalam
bentuk pembayaran pajak, yang akan mengurangi jumlah uang yang tersedia
untuk konsumsi. Kebijakan belanja bidang pendidikan dan kesehatan juga
merupakan contoh kebijakan pemerintah lewat APBN yang berpengaruh
sangat luas bagimasyarakat.

Keuangan publik mempelajari peran pemerintah dalam
perekonomian. Dalam pandangan ekonomi pasar, intervensi pemerintah
dalam perekonomian memperoleh legitimasi dalam kondisi terdapat
kegagalan pasar dan ketidakadilan. Alat-alat intervensi yang dapat
digunakan oleh pemerintah berupa kebijakan belanja lewat APBN untuk
menyediakan barang dan jasa publik secara langsung serta mengganti biaya
penyelenggaraan barang dan jasa publik yang dilakukan oleh pihak swasta,
kebijakan pendapatan berupa pajak dan subsidi, kebijakan pembatasan
harga maupun kuantitas, serta kebijakan peraturan atau regulasi lain yang
bersifat larangan atau perintah. Intervensi pemerintah dalam pasar perlu
dilakukan secara terukur, karena adanya potensi bahwa alih-alih
menghilangkan kegagalan pasar (market failures), intervensi pemerintah
dapat menimbulkan kegagalan pemerintah (governmentfailures).
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